
1 Menimbang 

Mengingat 

WAUKOTA MAGELANG 

PERATURAN WALIKOTA 
NO MOR q1. TAHUNMAGELANG 

2010 

TENTANG 

PEMBERIAN PENG 
BEA PERO LEHAN HAK ATAS TA URANGAN 

NAH DAN BANGUNAN 

WALM<OTA MAGELANG , 

bahwa dalam rangka melaksanakan P t 
Nomor 9 Tahun 2010 tentang B ;ra uran Daerah Kata Magelang 

Bangvnan, perlu menetapkan Pereta eroleh_an Hak atas Tanah dan 
a uran Wallkota t t p . 

Pengurangan Bea Perolehan Hak at T en ang embenan 

1. 

2. 

3. 

4. 

as anah dan Bangunan; 

Undang-Undang Nemer 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

D_aerah-Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat· , 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286 ); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan 0aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang :ajak Daerah 

dan Retribusi oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 

2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Peraturan Pemerintah N 

Pembinaan dan Peng omor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
awasan Peny I . 

Daerah (Lembaran N e enggaraan Pemermtahan 
Nomor 165 Tamb h egara Republik Indonesia Tahun 2005 

' a an Lembar N 
Nomor 4593); an egara Republik Indonesia 

Peraturan Pemerintah No 
Pembagian Urusan p m?r 38 Tahun 2007 tentang 

. emenntahan Antara Pemerintah 
Pemermtahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor · 82, Tambaha n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah Kata Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 
2008 Nomor 2); 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah 
(Lembaran Qa_erah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4); 

Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kota Magelang Tahun 2010 Nomor ); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6, 

7, 

Walikota adalah Walikota Magelang. 
0 

erah yang selanjutnya disingkat 
p elolaan Keuangan a ' 

Dinas Pendapatan dan eng dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kata 
DPPKD adalah Dinas Pendapatan 

Magelang. 

PPKD Kata Magelang. 
Kepala DPPKD adalah Kepala D lanjutnya disingkat BPHTB, 

h dan Bangunan, yang se 
Bea Perolehan Hak atas Tana h dan/atau bangunan. 

I h hak atas tana 
adalah pajak atas pero e an d 

I 
h perbuatan atau peristiwa 

/ Bangunan a aa I h 
Perolehan Hak atas Tanah dan atau hak atas tanah dan/atau Bangunan o e 

. k diperolehnya hukum yang mengak1bat an 

orang pribadi atau Badan. hak atas tanah, termasuk hak 

B gunan adalah . k d dalam Undang-Hak atas Tanah dan/atau an sebagaimana d,ma su 
n di atasnya, 

Pengelolaan, beserta banguna bangunan. . 

Undang di bidang pertanahan dar, ng dapat dikenakan paJak. 
. di atau Sadan ya 

Subjek Pajak adalah orang prrba 



,Aiajib pajak adalah orang pribadi t vv . a au Sada 
ajak, dan pemungut paJak, yang mem ~, meliputi pemba . 

~engan ketentuan peraturan peru d punya, hak dan kew .. b yar paJak, pemotong 
n ang-undangan pe . aJr an perpajakan sesuai 

rpaJakan daerah. 

Pasal2 

perrnohonan Wajib Pajak, dapat diberikan 
AtasB ngunan dalam hal : pengurangan Bea Perch H k dan a an a atas Tanah 

kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada h b 
a. .. . - .. : u ungannya d . 

1
. WaJ1b Pa1ak orang pribadi yan engan ObJek Pajak yaitu : 

b. 

pemerintah di bidang pertanah g dmemperoleh hak baru melal . an an tidak u1 program 
ekonomis; mempunyai kemampuan secara 

2. Wajib Pajak Badan yang memperol h .h 

I h 
e ak baru sel · 

tea menguasai tanah dan/atau b am Hak Pengelolaan dan 

d
.b k . angunan lebih d . 20 ( 

yang I u t1kan dengan surat pernyataan wa·· a_n dua puluh) tahun 
Pejabat yang berwenang; 116 PaJak dan keterangan dari 

3. Wajib Pajak orang pribadi yang me 1 mpero eh hak at t h 
bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Su as ana dan/atau 
Sangat Sederhana (RSS) 'fang diperoleh Ian su~un Se_derhana serta Rumah 
dibayar secara angsuran; g g dan pengembangan dan 

4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima h"b h d • • 1 a an orang pribadi yang 
mempunya, hubungan keluarga sedarah dalam · k • gans eturunan lurus satu 
deraJat ke atas atau satu derajat ke bawah. 

kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu : 

1. ·wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari has·1 
• • I 

gant1 rug, pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak; 

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah 

yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum; 

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang 

berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak 

harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan 

kebijaksanaan pemerintah; 

4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak 

berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab 

lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, 
dan huru-hara yang terjadi dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

penandatanganan akta; 

5. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), Palisi Republik Indonesia (P?LRI), Pensiunan PNS, 

Purnawirawan TNI Purnawirawan POLRI atau 1anda/duda-nya yang 

memperoleh hak at;s tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah; 

6. Wajib Pajak Sadan Korps pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang 

m h da
n/atau bangunan dalam rangka pengadaan 

emperoleh hak atas tana 
Perumahan bagi anggota KORPRI/PNS; 



C, 
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wajib Pajak Badan anak perusah . 7. 
1 

aan dan P 
yang mempero eh hak atas ta h erusahaan asura . d . 

h 
· d k na dan/at ns, an reasurans1 

perusa aan m u nya selaku pemeg au bangunan yang b I d . K ang saham t erasa an 
pelaksanaan eput~san Menteri Keuan a unggal sebagai kelanjutan dari 
perusahaan Asurans, dan Perusah g n tentang Kesehat K 

I b 
aan Reasura . an euangan 

t
anah dan atau angunan yang d' ns1. igunakan 

P
endidikan yang semata-mata tidak untuk u~tuk kepentingan sosial atau 

h r · mencan k panti asu an, pan I Jompo, rumah yatim . euntungan antara lain untuk 
rnencari keuntungan, rumah sakit piatu, __ sekolah yang tidak ditu1·ukan 

swasta mihk . . 
rnasyarakat. mst'tusi pelayanan sosial 

Pasal 3 

sesarnva pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah d . 
'kut. an Bangunan d1tetapkan sebagai 

ben · 
sebesar 25% {dua puluh lima persen) dari p · k 

a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf aa~ang~:;~ terutang untuk Wajib Pajak 

b sebesar 50% (lima puluh persen) dari PaJ·ak ya t · · ng erutang unt k w .. b p · k 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angk 2 d u a1r aJa 

k k 
• a an angka 4, huruf b angka 

1, ang a 2, ang a 4, angka 5, angka 8, dan huruf c; 

1 
c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PaJ·ak yang t t .. . . . eru ang untuk Wa11b Pa1ak 

sebaga1mana drmaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 huruf b k 3 d , ang a , an angka 
7; 

d. sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak yang terutang untuk Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 6. 

Pasal4 

(1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebesar perhitungan 

setelah pengurangan. 

(2) Wajib Pajak seb~g~imana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan 
pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

(3) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diajukan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas, ditujukan 
kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Magelang. 

PasalS 

(1) K I 
. d p ngelolaan Keuangan Daerah Kata Magelang 

epa a Dmas Pendapatan an e I h 
b 

p rnberian Pengurangan Bea Pero e an Hak 
erwenang memberikan Keputusan e 

(2) 
atas Tanah dan Bangunan. K la Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Sebelum memberikan Keputusan, epa rnenelaah mengkaji dan meneliti 
Keu Magelang harus ' angan Daerah Kota . . an oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan-
permohonan pengurangan yang draJuk 

ketentuan yang berlaku. 



(3) 

(5) 

lam jangka waktu 3 (bulan) . k . 
Da I h .. seJa d1terim 
pengurangan o e WaJrb Pajak, Kepala o· anya pengajuan permohonan 
Keuangan Oaerah Kota Magelang harus me brn~s Pendapatan dan Pengelolaan 

. . m enkan keputusan 
Keputusan Kepala Dmas Pendapatan d · 

an Pengel 1 berupa menolak atau menerima. 0 aan Keuangan Daerah dapat 

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) b 
1 

. 
. u an seJak ct·t • 

pengurangan Kepala Drnas Pendapatan dan Pen I errmanya permohonan 
Magelang tidak memberikan keputusan k gelolaan Keuangan Daerah Kota 

perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan d. ma a P~rmohonan pengurangan Bea 
ranggap drkabulkan. 

Pasal6 

turan Walikota ini berlaku pada tanggal 1 Januari 20ll pera . • 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Magelang . 

. . 
Ditetapkan di Magelang 

pada tangg I ·~ 1 \:·r :_,.· :·.·+-,r :.ir'u, 

SIGIT WIDYONINDITO 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 31 Desember 2010 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG 
....... -- Pit 

-~~~:::f[!~:-~, 
201 o NOMOR 42 

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 


